
Standar Pelayanan Gawat Darurat
No. SK :

Persyaratan

1. A. Peraturan Pasien IGD BPJS/ JKN (PBI dan Non PBI) : 1.Fotokopi Kartu JKN /BPJS, KTP dan Kartu 

Keluarga (KK), 2. Bila pelayanan yang diberikan di IGD persyaratan wajib dilengkapi dalam 3 x 24 jam

2. Pasien JPKM: 1. Fotocopy Kartu Keluarga, 2.Fotocopy KTP,3. Virtual account, 4. Persyartan wajib 

dilengkapi 3 X 24 Jam

3. Pasien Umum : KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown

1. Prosedur sesuai dengan gambar
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Waktu Penyelesaian

5 Menit

Respon time pelayanan dokter di gawat darurat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

untuk pasien Umum Tercantum pada pola tarif sesuai peraturan gubernur nomor 95 tahun 2015, pasien 

BPJS sesuai paket INA CBGs

Produk Pelayanan

1. pelayanan gawat darurat, pelayanan jasa konsultasi, Pemasangan cateter, Pelayanan insisi, Perawatan 

luka, Tindakan suction, Menjahit luka, Membuka jahitan luka, Penggunaan bed site monitor, 

pemasangan bidai

Pengaduan Layanan

Humas dan Resepsionis
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